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ABSTRAK 

 

UNHCR merupakan salah satu agen dalam tubuh keorganisasian PBB yang 

muncul sebagai penerus dari United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration (UNRRA). UNHCR melakukan penentuan status pengungsi dan 

pemberian solusi. Kewenangan UNHCR dalam penetapan status pengungsi 

terhadap imigran ilegal dapat dijadikan bahan untuk dianalisa. Perumusan 

permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Pertama, bagaimanakah pengaturan 

tentang kewenangan UNHCR menurut hukum Internasional dalam menetapkan 

status pengungsi terhadap Imigran ilegal? Kedua, bagaimanakah pelaksanaan 

kewenangan UNHCR tersebut di Indonesial? Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat 

deskriptif analitis. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan 

analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan 

UNHCR menurut hukum Internasional dalam menetapkan status pengungsi 

terhadap Imigran ilegal yaitu dimulai ketika pihak imigrasi melaporkan bahwa 

ada imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dan bila imigran 

tersebut merupakan  pencari suaka yang ingin mengajukan permohonan menjadi 

pengungsi maka UNHCR akan melakukan proses menetapkan status pengungsi 

terhadap Imigran ilegal terhadap mereka.Pelaksanaan kewenangan UNHCR di 

Indonesia dalam menetapkan status pengungsi Imigran ilegal, dimulai sejak tahap 

pendaftaran atau registrasi kemudian dilanjutkan dengan interview, setelah 

interview maka barulah UNHCR menetapkan status pengungsi terhadap pencari 

suaka. 

 


